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MOTTO 
 
 
Kalau Anda mau membela keadilan manusiawi dasar, Anda harus melakukannya 
bagi siapa saja, bukan hanya secara selektif bagi mereka yang didukung oleh 
orang-orang di pihak Anda, di budaya Anda, di bangsa Anda.  
(Edward W Said) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta berdasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah: 
1. Konsonan  
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t Te 
ث s\a s\ Es (dengan titik di atas) 
ج jim j Je 
ح h}a h} Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ kha kh Ka dan ha 
د dal D De 
ذ zal z\ Zet (dengan titik di atas) 
ix 
 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy Es dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di 
bawah) 
ض d}ad d} De (dengan titik di 
bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ...’.... Koma terbalik di atas 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Ki 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
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ه ha h Ha 
ء hamzah ...’.... Apostrop 
ي ya y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 
atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah a A 
 Kasrah i I 
 Dammah u U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 بتك Kataba 
2 ركذ Z|ukira 
3 بهذي Yaz|habu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 
gabungan antara harakat dan huruf maka translierasinya gabungan 
huruf, yaitu: 
xi 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ي ........أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و ..........أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
3. Maddah  
Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
 .......أي  Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي ........أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas  
و .........أ Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
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1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah 
atau dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 
adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata 
itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
 
Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-at}fa>l raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T}alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. 
Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan 
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
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Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala  
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu 
لا . namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan 
huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan 
sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 
dihubugkan dengan kata sambung. 
 
Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan 
xiv 
 
di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan 
karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.  
 
Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala  
2. نوذخأت ta’khuduna 
3. ؤنلا An-Nau’u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang 
berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 
diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata 
sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri 
tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 
dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan 
tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. 
 
Contoh: 
No Kalimat Arab Transliterasi 
1. لوسر لاإ دمحم امو Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
2. نيملاعلا بر الله دمحلا Al-hamdu lillahi rabbil’a>lami>na 
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9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 
yang sudah lazim dirangkaikan denga kata lain karena ada huruf atau 
harakat yang dihilangkan maka peulisan kata tersebut dalam 
transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada 
setiap kata atau bisa dirangkaikan. 
 
Contoh: 
No Kalimat Bahasa Arab  Transliterasi  
1. نيقزارلاريخ وهل الله نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqi>n/ Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n  
2. نازيملاو ليكلا اوفوأف Fa aufu> al-Kila wa al-mi>za>na/ Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
Fatimah Az Zahra, NIM: 132121028, “Praktik Perlindungan Anak 
Korban Kekerasan dan Eksploitasi Seksual (Studi Kasus di Yayasan Kakak 
Surakarta pada Tahun 2016).” 
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. Seorang anak belum memiliki 
kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara pribadi maupun sosial. Akhir-akhir 
ini, semakin banyak kasus kejahatan yang melibatkan anak. Sesuai data yang 
tercatat, terdapat 35 (tiga puluh lima) anak korban kekerasan dan eksploitasi 
seksual yang didampingi oleh Yayasan Kakak Surakarta sepanjang tahun 2016. 
Hal itu mengundang keprihatinan, karena telah banyak upaya yang dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan terjadinya 
kejahatan yang melibatkan anak. Salah satunya adalah terbitnya Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak. 
Tujuan penelitian ini yaitu pertama, untuk mengetahui upaya yang 
dilakukan oleh Yayasan Kakak dalam memberikan perlindungan Anak korban 
kekerasan dan eksploitasi seksual. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui 
kendala yang dihadapi Yayasan Kakak dalam memberikan perlindungan terhadap 
Anak korban kekerasan dan eksploitasi seksual.  
Penelitian dalam penulisan penelitian hukum ini dilakukan dengan field 
research (penelitian lapangan) dengan wawancara dan metode dokumentasi. 
Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni suatu cara analisis 
hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.  
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Yayasan Kakak 
melakukan beberapa upaya baik upaya preventif maupun upaya represif dalam 
memberikan perlindungan terhadap Anak korban kekerasan dan eksploitasi 
seksual. Terdapat beberapa kendala yang menghambat praktik perlindungan yang 
dilakukan Yayasan Kakak yaitu wilayah kerja Yayasan Kakak di eks-karesidenan 
Surakarta, terbatasnya sumber daya manusia di Yayasan Kakak, pihak korban 
yang menolak untuk menyelesaikan kasusnya ke jalur hukum, dan stigma negatif 
masyarakat. 
 
 
Kata Kunci : Anak, Perlindungan, Kekerasan Seksual, dan Eksploitasi Seksual 
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ABSTRACT  
 
 
 
Fatimah Az Zahra, NIM: 132121028, “Children Protection Practice 
Victims of Violence and Sexual Exploitation (Case Study in Yayasan Kakak 
Surakarta in 2016).”  
The children are someone who has not aged 18 (eighteen), including the 
baby in the womb. Children does not have the ability to stand by theirselves yet, 
either personally or socially. Lately, many cases incriminate children. Based on 
the data noted, there are 35 (thirty five) children victims of violence and sexual 
exploitation who accompanied byYayasanKakak Surakarta during 2016. Those 
invites concern, because there are lots of effort did by the Central and Local 
Government to do prevention of occurance incriminates children. One is the 
publication of Undang-UndangNomor 35 Tahun 2014 about changes for Undang-
UndangNomor 23 Tahun 2002about children protection.  
The purpose of this study: first, to know the efforts made by Yayasan Kakak 
in providing children protection of violence victim and sexual exploitation. The 
second purpose is to know the problems faced by Yayasan Kakak in providing 
protection against children victim of violence and sexual exploitation.  
This law research is written by applyingfield research with interview and 
ocumentation method. The data analyzed by doing qualitative appoach, result 
research analysis that generates analysis descriptive data.  
The result of the research indicates that Yayasan Kakak do some efforts 
both in preventative or represive in providing children victim of violenceand 
sexual exploitation. There are several obstacles impeded protection practice by 
Yayasan Kakak, that is the work area in eks-karesidenan Surakarta, the limited 
human resources in Yayasan Kakak, victim who refused to complete the case in 
court and society’s negative stigma.  
 
 
Keywors: Child, protection, sexual violence, and sexual exploitation.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Anak adalah bagian penting dari sebuah keluarga, karena setiap 
pasangan suami isteri mendambakan kehadiran anak di tengah-tengah 
keluarga kecilnya. Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat 
Ali Imran ayat 14 sebagai berikut. 
 َنِْیَنبْلاَو ِءاَِّسنلا َنِم ِتاَوَھَّشلا ُّبُح ِساَّنلِل َنِّیُز. . .    
Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan 
kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak,...1 
Berdasarkan ayat ini, Allah SWT telah memberitakan tentang semua 
yang dijadikan perhiasan bagi manusia dalam kehidupan di dunia ini, berupa 
berbagai kesenangan yang antara lain adalah wanita dan anak-anak. Selain itu, 
anak merupakan generasi penerus bangsa. Keluarga adalah lembaga 
pendidikan yang pertama dan utama bagi seorang anak. Oleh karena itu, 
menurut Wagiati Sutedjo menjelaskan bahwa pembinaan generasi muda harus 
                                                          
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Yayasan 
Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1994), hlm. 77. 
dimulai dengan membina kepribadian anak.2 Pada penjelasan yang lain 
mengatakan bahwa “Pada usia anak dan remaja, pengaruh lingkungan 
masyarakat terkadang lebih besar daripada pengaruh keluarga, sebab saat ini 
merupakan masa pengembangan kepribadiannya, memerlukan pengakuan 
lingkungan teman-teman dan masyarakat pada umumnya.” 
Generasi muda biasanya amat besar perhatiannya terhadap persoalan 
masyarakat, karena pada usia tersebut mulai tumbuh idealism 
(cenderung mengaharapkan kesempurnaan). Seringkali mereka 
berjuang untuk membela yang lemah dan menderita, tetapi tidak 
jarang pula mereka terjerumus apabila tak mampu menyerap dan 
menganalisa serta memilih yang baik.3 
Marwan Setiawan menjelaskan bahwa “Anak perlu mendapat 
perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, 
arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup.” 
Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang 
mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai 
kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum… Dalam konstitusi Indonesia, anak 
memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara 
menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang serta atas perlindungan, kekerasan, dan diskriminasi. 
Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai 
kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.4 
                                                          
2 Wagiati Sutedjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 
63. 
3 Ibid., hlm. 65. 
4 Marwan Setiawan, Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja, (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2015), hlm. 14. 
Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan 
Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) 
sebagaimana pemerintah negara Republik Indonesia telah meratifikasi. 
Marwan Setiawan mengatakan bahwa “Setiap anak tanpa diskriminasi apapun 
wajib dilindungi dan dipenuhi hak-haknya dalam suatu lingkungan yang 
menghormati kepentingan terbaik anak, menghargai pandangan anak, dan 
mendukung kelangsungan hidup anak.” 
Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah telah melakukan banyak upaya 
demi mencegah dan memberantas kejahatan terhadap anak. Selain 
meratifikasi Konvensi Hak Anak, Pemerintah juga menandatangani Konvensi 
Hak Anak mengenai Child Trafficking, Prostitusi, dan Pornografi Anak, 
seperti yang telah disebutkan oleh Marwan Setiawan dalam bukunya yang 
berjudul Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja berikut ini:  
Untuk lebih memperkuat komitmen Indonesia dalam upaya mencegah, 
memberantas, dan menghukum pelaku tindak pidana penjualan anak, 
prostitusi anak, dan pornografi anak, pemerintah Republik Indonesia 
telah menandatangani Optional Protocol to the Convention on the 
Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and 
Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak 
mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) 
pada tanggal 24 September 2001...5 
Seorang anak yang masih belum memiliki kemampuan untuk berdiri 
sendiri baik secara pribadi maupun sosialnya maka menjadi kewajiban bagi 
                                                          
5Ibid, hlm. 21. 
orang yang lebih tua untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan 
kepentingannya yang dilakukan di bawah pengawasan dan bimbingan negara. 
Selain itu, pihak-pihak yang bertanggung jawab juga berkewajiban 
melindunginya dari gangguan-gangguan yang datang baik dari luar maupun 
dari dalam anak tersebut.6 
Akhir-akhir ini semakin banyak kasus kejahatan yang melibatkan 
anak. Hal yang cukup memprihatinkan adalah kecenderungan makin 
maraknya kejahatan seksual yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, 
tapi juga menimpa anak-anak di bawah umur. Anak adalah bagian dari 
generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan 
potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan 
strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan 
perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, 
mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.7 Sesuai data 
yang tercatat, terdapat 75 (tujuh puluh lima) anak korban kekerasan dan 
eksploitasi seksual yang didampingi oleh Yayasan Kakak Surakarta pada 
tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. 
Kejahatan yang melibatkan anak tersebut sangat memprihatinkan dan 
sudah seharusnya tidak terjadi lagi di Surakarta dan sekitarnya. Karena telah 
                                                          
6 Ibid., hlm. 25. 
7 Ibid., hlm. 14. 
diterbitkannya perundang-undangan yang mengatur tentang Perlindungan 
Anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
(selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak) dan 
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan 
Anak. Selain itu, beberapa penghargaan telah diraih Kota Surakarta terkait 
Perlindungan Anak yakni Kota Surakarta mendapat predikat sebagai Kota 
Layak Anak seperti penghargaan Kota Layak Anak dari Pemerintah Pusat 
Jakarta yang dilaksanakan pada Agustus 2015 bertepatan dengan acara puncak 
Peringatan Hari Anak Nasional yang bertempat di Istana Kepresidenan Bogor 
dan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dan Menteri 
yang terkait.8 
Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa 
“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang 
Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap 
penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Masyarakat berperan serta dalam 
Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Yayasan 
Kepedulian untuk Anak (Yayasan Kakak) merupakan sebuah Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam isu perlindungan anak dari 
                                                          
8 “Solo mendapat Penghargaan Kota Layak Anak” dikutip dari 
http://www.surakarta.go.id diakses pada 29 Juni 2010. 
kekerasan seksual dan eksploitasi seksual anak (ESA), anak sebagai 
konsumen, dan anak dalam situasi darurat. Yayasan Kakak berdiri pada 
tanggal 23 Juli 1997 sebagai wujud keprihatinan sekelompok orang yang 
memiliki kepedulian dan perhatian besar terhadap permasalahan anak dan 
konsumen, yaitu Bapak Agus Pambagio, Ibu Dewi Rahmawati, Ibu Emmy 
LS, dkk.9 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat 
judul: “Praktik Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi 
Seksual (Studi Kasus di Yayasan Kakak Surakarta pada Tahun 2016)” 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana praktik perlindungan Anak yang dilakukan Yayasan 
Kakak terhadap Anak korban kekerasan dan eksploitasi seksual ?  
2. Apa saja kendala yang dihadapi Yayasan Kakak dalam memberikan 
perlindungan terhadap Anak korban kekerasan dan eksploitasi seksual 
? 
 
 
                                                          
9 Yayasan Kakak, “Sejarah”  dikutip dari http://www.yayasankakak.org diakses pada 
21 Maret 2017. 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui praktik perlindungan Anak yang dilakukan 
Yayasan Kakak terhadap Anak korban kekerasan dan eksploitasi 
seksual. 
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Yayasan Kakak dalam 
memberikan perlindungan terhadap Anak korban kekerasan dan 
eksploitasi seksual. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran dalam perkembangan terhadap 
kemajuan ilmu hukum khususnya hukum perlindungan anak. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan 
pemikiran bagi penegak hukum serta menambah literatur bagi 
penelitian selanjutnya tentang perlindungan hukum khususnya 
terhadap anak. 
c. Memberikan gambaran serta sumbangan pemikiran dalam 
memecahkan masalah yang timbul mengenai perlindungan 
anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban 
kekerasan dan eksploitasi seksual. 
2. Manfaat Praktis 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
masukan kepada Pemerintah dalam mengambil kebijakan terhadap 
perlindungan anak korban kekerasan dan eksploitasi seksual. 
 
E. Kerangka Teori 
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak menjelaskan pengertian anak. Anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan. Sedangkan dari sisi keidupan berbangsa dan bernegara, 
anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, 
sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak 
kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.10 
Batasan pengertian hak anak yang digunakan adalah pengertian hak 
anak menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu 
                                                          
10 Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di 
Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 191. 
bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi 
orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. 
Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai 
dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan 
kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara.11 
Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu 
Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 
Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 20 
Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Negara, pemerintah, 
pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali 
berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan 
anak. Pasal 72 ayat 1 menjelasakan bahwa “Masyarakat berperan serta dalam 
Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.” Kemudian 
pada ayat 2 memperjelas dengan kalimat “Peran Masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga 
perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, 
lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.” 
                                                          
11 Ibid., hlm 197. 
Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya 
perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak 
(fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan 
yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Adapun ruang lingkup 
perlindungan hukum bagi anak-anak, yaitu perlindungan terhadap kebebasan 
anak; perlindungan terhadap hak asasi anak; dan perlindungan hukum 
terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.12 
Kekerasan seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-
Undang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang 
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, 
seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan 
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 
hukum. Kekerasan Seksual adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan 
cara-cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan 
dengan ajaran Islam.13 
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 14 Tahun 2006 Tahun 2006 
tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Eksploitasi Seksual Komersial 
menjelaskan bahwa eksploitasi adalah tindakan pemanfaatan fisik, seksual, 
                                                          
12 Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 1. 
13 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan 
Seksual, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 32. 
tenaga, dan/atau kemampuan diri sendiri oleh pihak lain yang dilakukan atau 
sekurang-kurangnya dengan cara sewenang-wenang atau penipuan yang 
dilakukan untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun nonmaterial.  
Kemudian dijelaskan pula mengenai seksual komersial yaitu segala tindakan 
mempergunakan badan/fisik untuk kepuasan seksual orang lain dengan 
imbalan tunai atau dalam bentuk lain. Sedangkan eksploitasi seksual 
komersial adalah tindakan eksploitasi terhadap orang (dewasa dan anak, 
perempuan dan laki-laki) untuk tujuan seksual dengan imbalan uang tunai 
atau dalam bentuk lain antara orang, pembeli jasa seks, perantara atau agen, 
dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas 
orang tersebut. 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Sejauh pengamatan dan pengetahuan penulis, sudah banyak ditemukan 
penelitian dan tulisan (skripsi) yang membahas tentang perlindungan anak. 
Namun belum ada yang membahas mengenai perlindungan hukum bagi anak 
korban kekerasan dan eksploitasi seksual. Untuk mengetahui posisi penyusun 
dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukan review terhadap beberapa 
penelitian terdahulu yang ada kaitannya terhadap masalah pada tulisan yang 
akan menjadi objek penelitian. 
Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan 
perlindungan hukum terhadap anak dan eksploitasi seksual dapat disebutkan 
sebagai berikut : 
1. Skripsi yang ditulis oleh Arbini Nurbawono pada tahun 2009, seorang 
mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta 
dengan judul “Perlindungan Perempuan dan Anak dari Eksploitasi 
Seksual di Surakarta (Analisis Gender dalam Peraturan Daerah Nomor 
3 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual 
Komersial)”. Dalam tulisannya menjelaskan tentang upaya 
perlindungan perempuan dan anak-anak dari eksploitasi seksual di 
Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2006 
tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial dan 
Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial dalam upaya 
perlindungan perempuan dan anak-anak dari eksploitasi seksual di 
Surakarta jika dilihat dalam perspektif gender. 
2. Penelitian (skripsi) yang dilakukan oleh Arifah sebagai Mahasiswa 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2013 yang berjudul 
“Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan 
Seksual (Studi Kasus di POLDA DIY)” yang membahas tentang 
perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual 
di wilayah hukum POLDA DIY dan hambatan-hambatan dalam 
pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban 
pelecehan seksual. 
3. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ditulis oleh Nur Alwi 
pada tahun 2013 yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak 
yang Dilacurkan sebagai Akibat Perdagangan Anak (Tinjauan Hukum 
Pidana Islam dan Hukum Positif)” yang membahas tentang 
perlindungan hukum terhadap anak yang dilacurkan sebagai akibat 
perdagangan anak ditinjau dari Hukum Pidana Islam, perlindungan 
hukum terhadap anak yang dilacurkan sebagai akibat perdagangan 
anak ditinjau dari Hukum Positif, serta persamaan dan perbedaan 
antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Positif dalam menangani 
perlindungan hukum terhadap anak yang dilacurkan sebagai akibat 
perdagangan anak. 
4. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang ditulis 
oleh M. Fabri Rahman pada tahun 2014 yang berjudul “Perlindungan 
Anak yang Dilacurkan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” 
yang membahas tentang perlindungan anak dan sanksi pidana yang 
dilacurkan menurut hukum positif dan hukum Islam. 
Begitu banyak kajian tentang perlindungan terhadap anak korban 
kejahatan. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada 
perlindungan anak sebagai korban kekerasan dan eksploitasi seksual yang 
didampingi oleh Yayasan Kakak Surakarta pada tahun 2016. 
 G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian dalam penulisan penelitian hukum ini dilakukan 
dengan field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang 
dilakukan secara langsung dari sumbernya.14 Penelitian lapangan ini 
akan menggunakan wawancara terstruktur untuk memperoleh data 
primer. Data primer tersebut kemudian akan disusun, diklasifikasikan, 
dan dipelajari.  
2. Sumber dan Jenis Data 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun 
laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh 
peneliti.15 Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari 
wawancara terhadap pengurus Yayasan Kakak Surakarta. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari 
dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan 
                                                          
14 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2004), hlm. 26. 
15Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 106. 
dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, 
skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.  
3. Lokasi 
Penelitian ini dilakukan di Yayasan Kakak yang berada di Kota 
Surakarta. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data 
dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, 
yaitu orang yang ahli atau berwenang dengan masalah 
tersebut.16 Adapun informan yang akan diwawancarai oleh 
penulis adalah pengurus Yayasan Kakak Surakarta. 
b. Dokumentasi 
Metode Dokumentasi adalah metode pengumpulan data 
yang digunakan untuk menemukan data historis.17 Metode 
tersebut adalah seperti buku-buku, majalah-majalah, surat 
kabar, catatan-catatan, internet, koran, data-data yang 
berhubungan langsung dengan perlindungan hukum bagi anak 
                                                          
16Ibid., hlm. 225. 
17Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya: Airlangga University 
Press, 2001), hlm. 133. 
sebagai korban perdagangan yang didampingi oleh Yayasan 
Kakak Surakarta. 
5. Metode Analisis Data 
Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni 
suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
analisis. Yang dimaksud dengan deskriptif analitis adalah meneliti dan 
mempelajari pernyataan yang disampaikan oleh responden baik secara 
tertulis maupun lisan sebagai sesuatu yang utuh. Kemudian peneliti 
menentukan data atau bahan hukum yang memiliki kualitas sebagai 
data atau bahan hukum yang diperlukan, relevan, dan berhubungan 
dengan materi penelitian.18   
 
H. Sistematika Penulisan 
BAB I: Pendahuluan 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan 
pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. 
BAB II: Landasan Teori 
Bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai anak yang 
terdiri dari pengertian anak, hak dan kewajiban anak, perlindungan 
                                                          
18 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 
Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192. 
anak, kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak, dampak dari 
kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak, dan perlindungan 
hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dan eksploitasi 
seksual terhadap anak 
BAB III: Deskripsi Data Penelitian 
Bab ini membahas tentang profil Yayasan Kakak Surakarta, 
upaya Yayasan Kakak dalam melakukan perlindungan anak korban 
kekerasan dan eksploitasi seksual, dan kendala yang dihadapi Yayasan 
Kakak dalam memberikan perlindungan anak korban kekerasan dan 
eksploitasi seksual. 
BAB IV: Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi Seksual 
oleh Yayasan Kakak Tahun 2016 
Bab ini berisi tentang upaya Yayasan Kakak dalam 
memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dan 
eksploitasi seksual dan kendala yang dihadapi Yayasan Kakak dalam 
memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dan 
eksploitasi seksual. 
BAB V: Penutup 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat penulis 
sampaikan setelah melakukan analisis data. 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Definisi Anak 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) menjelaskan 
pengertian anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Penjelasan 
atas Undang-Undang Perlindungan Anak secara umum dikatakan, “Anak 
adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa 
harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak 
sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. …”1  
Menurut Hukum Perdata, anak adalah orang yang belum dewasa atau 
yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin. Pengertian 
tentang anak diletakkan pada makna yang sama dengan mereka yang belum 
dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum 
sebagai subjek hukum yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.2 
                                                          
1 Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di 
Indonesia, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2015), hlm. 191. 
2 Maulana Hasan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: 
Grasindo, 2000), hlm. 19. 
Dalam pengertian religius atau agama, Islam memandang pengertian 
anak sebagai suatu yang mulia, memiliki atau mendapat tempat kedudukan 
yang istimewa dalam nash Al-Qur’an dan Al-Hadits, sehingga harus 
diperlakukan secara manusiawi dan diberi pendidikan, pengajaran, 
keterampilan dari akhlak karimah agar anak tersebut kelak dapat bertanggung 
jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup masa 
depan yang kondusif.3 
Adapun kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana 
meliputi dimensi-dimensi seperti ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban 
tindak pidana; pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan 
hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan dan tata negara 
dengan maksud untuk mensejahterakan anak; rehabilitasi yaitu anak berhak 
untuk mendapat proses perbaikan internal spiritual akibat dari tindakan 
hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri; hak-hak untuk menerima 
pelayanan dan asuhan; dan hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana.4 
Anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) terdapat pada 
Pasal 34 yang menjelaskan bahwa anak adalah subjek hukum dari sistem 
hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai 
kesejahteraan anak. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan menyebutkan tentang batas usia anak, yaitu pada pasal 7 
                                                          
3 Ibid, hlm. 10. 
4 Ibid, hlm. 22. 
ayat 1 menyebutkan batas usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria, 
yaitu 19 tahun dan bagi seorang wanita, yaitu 16 tahun; dalam pasal 47 ayat 1 
menyebutkan batas usia minimum 18 tahun berada dalam kekuasaan orang tua 
selama kekuasaan itu tidak dicabut; dan dalam pasal 50 ayat 1 menyebutkan 
batas usia anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah kawin 
berada pada status perwalian. 
Dalam hukum adat, seperti yang dikutip dalam buku Advokat dan 
Hukum Perlindungan Anak, ahli Hukum Adat R. Soepomo menyebutkan ciri-
ciri ukuran kedewasaan yaitu dapat bekerja sendiri, cakap dan bertanggung 
jawab dalam masyarakat, dapat mengurus harta kekayaan sendiri, telah 
menikah, dan berusia 21 tahun.5 
 
B. Hak dan Kewajiban Anak 
Pasal 4 sampai dengan pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak 
mengatur tentang hak dan kewajiban anak. Pasal 4 sampai dengan 18 adalah 
hak dan Pasal 19 adalah kewajiban. Seorang manusia dapat dikatakan 
memiliki hak ditimbulkan dari adanya manusia sebagai makhluk sosial atau 
disebut oleh Aristoteles pada tahun 384-322 SM dengan sebutan Zoon 
Politicon. Hak menurut pakar hukum Berbhard Winscheid, yaitu suatu 
kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan (macht) dan yang diberikan oleh 
tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan. Hak asasi anak 
                                                          
5 Ibid, hlm. 25. 
dalam pandangan deklarasi hak anak yang dicetuskan oleh PBB pada tahun 
1959 meliputi hak-hak asasi sebagai berikut: 
1. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh 
kesempatan yang dijamin oleh hukum; 
2. Hak untuk memperoleh nama dan kebangsaan atau ketentuan warga 
kewarganegaraan; 
3. Hak untuk memperoleh jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara 
sehat; 
4. Hak khusus bagi anak-anak cacat (mental dan fisik) dalam 
memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus; 
5. Hak untuk memperoleh kasih sayang dan pengertian; 
6. Hak untuk memperoleh pendidikan secara cuma-cuma, sekurang-
kurangnya di tingkat SD-SMP; 
7. Hak untuk dilindungi dari penganiayaan, kekejaman perang, dan 
penindasan rezim; dan 
8. Hak untuk dilindungi dari diskriminasi rasial, agama, maupun 
diskriminasi lainnya. 
Deklarasi Hak Asasi Anak tersebut menjadi sebuah Undang-Undang 
atau peraturan lain yang bersifat lebih mengikat kepada hak asasi anak di 
Indonesia.6 Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib 
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dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 
negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, seperti yang disebutkan dalam 
Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut: 7  
1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. (Pasal 4) 
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dari dan status 
kewarganegaraan. (Pasal 5) 
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 
berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam 
bimbingan orang tua atau wali. (Pasal 6) 
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan 
diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 Ayat 1) 
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin 
tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak 
tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak 
angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. (Pasal 7 Ayat 2) 
                                                          
7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235). 
6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan 
sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. 
(Pasal 8) 
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 
dengan minat dan bakat. (Pasal 9 Ayat 1) 
8. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan 
dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, 
tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (Pasal 
9 Ayat 1a) 
9. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh 
pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan 
juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9 Ayat 2) 
10. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 
mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan 
dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai 
kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10) 
11. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, 
bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi 
sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi 
pengembangan diri. (Pasal 11) 
12. Setiap anak yang penyandang disabilitas berhak memperoleh 
rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan 
sosial. (Pasal 12) 
13. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain 
mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat 
perlindungan dari perlakuan: a) diskriminasi; b) eksploitasi, baik 
ekonomi maupun seksual; c) penelantaran; d) kekejaman, kekerasan, 
dan penganiayaan; e) ketidakadilan; dan f) perlakuan salah lainnya. 
(Pasal 13 Ayat 1) 
14. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali 
jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa 
pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan 
merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14 Ayat 1) 
15. Apabila terjadi pemisahan, anak tetap berhak: a) bertemu langsung dan 
berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya; b) mendapatkan 
pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses 
tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, 
bakat, dan minatnya; c) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua 
orang tuanya; dan d) memperoleh hak anak lainnya. (Pasal 14 Ayat 2) 
16. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a) 
penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b) pelibatan dalam sengketa 
bersenjata; c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; d) pelibatan dalam 
peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e) pelibatan dalam 
peperangan; dan f) kejahatan seksual. (Pasal 15) 
17. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 
penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang manusiawi. 
(Pasal 16 Ayat 1) 
18. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan 
hukum. (Pasal 16 Ayat 2) 
19. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a) 
mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya 
dipisahkan dari orang dewasa; b) memperoleh bantuan hukum atau 
bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang 
berlaku; dan c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan 
pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang 
tertutup untuk umum. (Pasal 17 Ayat 1) 
20. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau 
yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. (Pasal 17 Ayat 
2) 
21. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18) 
Kewajiban Anak menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan 
Anak yaitu sebagai berikut: 
1. Menghormati orang tua, wali, dan guru; 
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; 
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara; 
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan 
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. 
Selain hak-hak anak, dalam kehidupannya masih diperlukan adanya 
tanggung jawab orang tua terhadap anak, sehingga hak-hak anak dapat 
berjalan dengan baik. Dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, hanya 
terdapat satu peraturan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak, yaitu 
orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan dan membina anak, negara 
mengambil langkah membantu orang tua yang bekerja agar anak mendapat 
perawatan dan fasilitas.8 
Kemudian dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang 
tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam BAB X Pasal 45 sampai 
dengan Pasal 49, sebagai berikut : 
1. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan 
sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin atau 
dapat berdiri sendiri, dan berlangsung terus menerus meskipun 
perkawinan antara kedua orang tua putus. 
                                                          
8 Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, (Jakarta: Djambatan, 2007), 
hlm. 9 
 
2. Orang tua mewakili anak yang di bawah kekuasaannya, mengenai 
segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. 
3. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan 
barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 
tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila 
kepentingan anak itu menghendakinya. 
Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap 
berkewajiban untuk member biaya pendidikan kepada anaknya. Selain itu, 
pemenuhan hak anak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana kewajiban dan 
tanggung jawabnya untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional 
dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah,9 kebijakan tersebut 
melalui upaya daerah membangun Kabupaten/Kota Layak Anak.10 
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten/Kota yang 
mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian 
komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang 
terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, 
dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.11 
                                                          
9 Pasal 21 angka (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
10
 Pasal 21 angka (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
11 Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan 
Kabupaten/Kota Layak Anak. 
Kebijakan KLA diinisiasikan oleh Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2006, diujicobakan di 5 (lima) 
Kabupaten/Kota yaitu Padang, Jambi, Surakarta, Malang, Manado, dan 
Kupang. Dan pada tahun 2014 ditargetkan menjadi 100 (seratus) 
Kabupaten/Kota Layak Anak di seluruh Indonesia. 
Kebijakan pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-
prinsip yang meliputi : 
1. Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, 
partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum; 
2. Non-diskrimasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis 
kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, 
kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya; 
3. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik 
bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, 
program, dan kegiatan; 
4. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu 
menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan 
anak semaksimal mungkin; dan 
5. Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan 
memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk 
menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk 
mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu 
hal yang mempengaruhi dirinya.12 
Pengembangan kebijakan KLA mengacu kepada Konvensi Hak Anak 
(KHA) yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster 
hak anak yang terdiri dari :13 
1. Hak sipil dan kebebasan; 
a. Hak atas identitas 
Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki 
kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai 
pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan 
kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan 
silsilahnya), menjamin penyelenggaraan pembuatan akta 
kelahiran secara gratis, dan melakukan pendekatan layanan 
hingga tingkat desa/kelurahan. 
b. Hak perlindungan identitas 
Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak 
kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi 
illegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan 
                                                          
12 Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. 
13
 Lampiran Bab II Hak Anak dalam Kerangka Konvensi Hak Anak Peraturan 
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. 
asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan 
sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak 
tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk 
dibesarkan oleh orang tuanya sendiri. 
c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat 
Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan 
penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan 
pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya. 
d. Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama 
Jaminan bahwa anak diberikan ruang-ruang untuk 
menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak 
orang tua dalam memberikan pembinaan. 
e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai 
Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan 
membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka. 
f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi 
Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan 
pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak 
tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya. 
g. Hak akses informasi yang layak 
Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi 
ketentuan tentang criteria kelayakan informasi bagi anak, 
ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan, dan 
penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang 
memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara 
gratis. 
h. Hak bebas dari penyiksaan dan hukuman lain yang kejam, 
tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia 
Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara 
manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika 
anak berhadapan dengan hukum. 
2. Lingkungan keluarga dan lingkungan alternatif 
a. Bimbingan dan tanggung jawab orang tua 
Orang tua sebagai pengasuh utama anak, oleh karena 
itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk 
memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh 
kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan 
pelatihan yang memberikan bimbingan, dan konsultasi bagi 
orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak, contoh: Bina 
Keluarga Balita (BKB). 
b. Anak yang terpisah dari orang tua 
Pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang 
tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi 
anak. 
c. Reunifikasi 
Pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah 
terpisahkan, misalnya terpisahka karena bencana alam, konflik 
bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri. 
d. Pemindahan anak secara ilegal 
Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara 
illegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, 
contoh: larangan TKI anak. 
e. Dukungan kesejahteraan bagi anak 
Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera 
meskipun orang tuanya mampu. 
f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga 
Memastikan anak-anak yang diasingkan dari 
lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan 
alternatif atas tanggungan negara. 
g. Pengangkatan/adopsi anak 
Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan 
sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh 
kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi. 
h. Tinjauan penempatan secara berkala 
Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga 
Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh 
kembangnya dan mendapatkan perlindungan. 
i. Kekerasan dan penelantaran 
Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, 
tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. 
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan 
a. Anak penyandang disabilitas 
Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan 
publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya. 
b. Kesehatan dan layanan kesehatan 
Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan 
kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi. 
c. Jaminan sosial dan fasilitas kesehatan 
Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan 
sosial dan fasilitas kesehatan, seperti jamkesmas. 
d. Standar hidup 
Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan 
dalam hal fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial, seperti 
menurunkan angka kematian anak. 
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya 
a. Pendidikan 
Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan 
dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi, seperti 
mendorong terciptanya sekolah ramah anak. 
b. Tujuan pendidikan 
Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan 
untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak 
serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada 
kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerja sama 
untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian. 
c. Kegiatan liburan dan kegiatan seni budaya 
Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk 
beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk 
melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya, seperti 
penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi. 
5. Perlindungan khusus 
a. Anak dalam situasi darurat 
1) Pengungsi anak 
Memastikan bahwa setiap anak yang harus 
berpindah dari tempat asalnya harus mendapatkan 
jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan 
perlindungan secara optimal.  
2) Situasi konflik bersenjata 
Memastikan bahwa setiap anak yang berada di 
daerah konflik tidak direkrut atau tidak dilibatkan 
dalam peranan apapun. 
b. Anak yang berhadapan dengan hukum 
Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan 
hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh 
kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya 
keadilan restoratif dan prioritas diversi bagi anak, sebagai 
bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak 
sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih 
besar.  
c. Anak dalam situasi eksploitasi 
Situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang 
menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, 
tertekan, terdiskriminasi, dan terlambat aksesnya untuk bisa 
tumbuh kembang secara optimal, misalnya anak yang dijadikan 
pekerja seksual, joki narkotika, pekerja anak, perdagangan dan 
penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Oleh karena 
itu, perlu memastikan adanya program pencegahan dan 
pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi 
eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. 
Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara 
optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial 
hingga kepada pemulangan dan reintegrasi.  
d. Anak yang masuk minoritas dan terisolasi 
Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas 
dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa, 
dan kepercayaannya. 
 
C. Perlindungan Anak 
Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda. 
Pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari Pembangunan 
Nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan Pembangunan 
Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan wadah NKRI dalam ketertiban 
pergaulan internasional yang damai, adil, dan merdeka.14 
Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak 
merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak 
Indonesia.15 Lahirnya konvensi PBB tentang anak, International Convention 
on the Rights of the Child (CRC) tahun 1989 merupakan bukti normatif 
tentang visi dan paradigma baru perlindungan terhadap komunitas anak. 
Konsideransi ketentuan ini menyatakan bahwa pembinaan kesejahteraan anak 
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termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, 
pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, 
bangsa, dan negara melainkan diperlukan pula kerja sama internasional. 
Bentuk komitmen pada perlindungan anak semakin menemukan 
momentumnya dengan lahirnya beberapa ketentuan internasional yang 
mengatur perlindungan kaum anak, yakni Optional Protocol to the 
Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child 
Prostitution and Child Pornography I (berdasarkan resolusi majelis umum 
PBB 54/263 tanggal 25 Mei 2000. Resolusi ini efektif berlaku sejak 18 
Januari 2012. Resolusi ini terdiri atas 17 pasal yang secara konkret melarang 
penjualan, prostitusi, dan pornografi anak), Optional Protocol to the 
Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in 
Armed Conflict, Minimum Age Convention 1973 No. 138 (diadopsi melalui 
Konferensi Umum ILO pada sidang ke 58 tanggal 26 Juni 1973. Konvensi 
yang terdiri atas 18 pasal ini efektif berlaku sejak 19 Juni 1976), dan Worst 
Forms of Child Labour Convention 1999 No. 182 (diadopsi melalui 
Konferensi Umum ILO pada sidang ke 87 tanggal 17 Juni 1999. Konvensi 
yang terdiri dari 16 pasal ini efektif berlaku sejak 19 November 2000).16 
Perlindungan menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 
2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat 
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penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik 
fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror 
dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.17 
Untuk memperkuat upaya perlindungan anak, maka Indonesia juga 
sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 1 (2) menyatakan 
bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.18 Pada Pasal 
15, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: 
1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 
2. Pelibatan dalam sengketa dan bersenjata; 
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial; 
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan; 
5. Pelibatan dalam peperangan; dan 
6. Kejahatan seksual. 
Menurut Irma Setyowati, seperti yang dikutip Maulana Hasan Wadong 
dalam buku Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak menjelaskan bahwa 
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“…Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam 
kandungan maupun sesudah Ia dilahirkan. Anak juga berhak atas 
perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau 
menghambat pertumbuhan dengan wajar”.19 
 
D. Kekerasan  dan Eksploitasi Seksual 
Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (child abuse) dapat 
didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang 
umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab 
terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan 
kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.20 
Kekerasan seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-
Undang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang 
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, 
seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan 
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 
hukum. Tindak kekerasan pada anak adalah setiap tindakan yang mempunyai 
dampak fisik yang bersifat traumatis pada anak, baik yang dapat dilihat 
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dengan mata telanjang atau dilihat dari akibatnya bagi kesejahteraan fisik dan 
mental anak.21 
Salah satu bentuk dari kekerasan adalah kekerasan seksual, yaitu 
segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk 
melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis 
serta meninggalkan seseorang termasuk mereka yang tergolong masih berusia 
anak-anak setelah melakukan hubungan seksual. Selain itu, segala perilaku 
yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak, baik di 
sekolah, keluarga, maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak juga 
termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak jenis 
ini. Kasus pemerkosaan anak, pencabulan yang dilakukan oleh guru, orang 
lain, bahkan orang tua tiri yang sering terekspos dalam pemberitaan berbagai 
media massa merupakan contoh konkret kekerasan bentuk ini.22 
Kekerasan Seksual adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan 
cara-cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan 
dengan ajaran Islam.23 Kekerasan seksual pada perempuan bisa terjadi pada 
berbagai kelompok, umur, status sosial, tempat, dan waktu, di mana hal ini tak 
lepas dari pengaruh patriarchal yang menempatkan laki-laki sebagai 
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23 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan 
Seksual, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 32. 
penguasa lembaga sosial dan badan perempuan. Kekerasan seksual bisa 
terjadi pada lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan 
negara.24 
Menurut Romli Atmasasmita, kejahatan kekerasan harus memenuhi 
tiga kriteria yaitu bertentangan dengan Undang-Undang, berupa ancaman saja 
atau sudah berupa tindakan nyata, dan memiliki akibat-akibat kerusakan 
terhadap benda atau fisik untuk kematian.25 Sedangkan menurut Gelles 
(1985), seperti yang dikutip oleh Bagong Suyanto adalah sebagai berikut: 
Contoh paling jelas dari tindak kekerasan yang dialami anak-anak 
adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai 
terjadi lka atau goresan. Namun perlu disadari bahwa child abuse 
sebenarnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan secara 
fisik, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi, 
misalnya seperti pornografi dan penyerangan seksual, pemberian 
makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi 
(malnutrition), pengabaian pendidikan dan kesehatan dan kekerasan 
yang berkaitan dengan medis.26 
 
Adapun lingkup Kekerasan Seksual pada Anak menurut Komisi 
Perlindungan Anak (KPAI)27, sebagai berikut: 
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25 Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, (Bandung: Eresco, 
2003), hlm. 55. 
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 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
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1. Hubungan seksual, incest, perkosaan, sodomi 
2. Eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi 
3. Simulasi seksual, perabaabn (molestation, fondling) 
4. Memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual 
5. Memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain 
6. Memaksa anak untuk melihat kegiatan seksual 
Multifaktor diyakini oleh banyak ahli dalam memandang penyebab 
terjadinya kekerasan seksual pada anak, seperti yang dijelaskan Wisnu Sri 
Hertinjung28, sebagai berikut:  
1. Posisi anak sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya; 
2. Moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang 
rendah;  
3. Kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak 
kejahatan pada anak; dan 
4. Kurangnya program edukasi dari pihak pemerintah yang bisa diakses 
oleh masyarakat. 
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 14 Tahun 2006 tentang 
Penyelenggaraan Rehabilitasi Eksploitasi Seksual Komersial, menjelaskan 
mengenai eksploitasi sebagai berikut:  
                                                          
28 Wisnu Sri Hertinjung, The Dinamyc of Causes of Child Sexual Abuse Based on 
Avaibility of Personal Space and Privacy, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, hlm. 2. 
Eksploitasi adalah tindakan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga, 
dan/atau kemampuan diri sendiri oleh pihak lain yang dilakukan atau 
sekurang-kurangnya dengan cara sewenang-wenang atau penipuan 
yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun 
nonmaterial. 
 
Hal-hal yang termasuk dalam eksploitasi adalah tindakan atau 
perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh 
keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.29 
Selain itu, juga dijelaskan bahwa seksual komersial adalah segala 
tindakan mempergunakan badan/fisik untuk kepuasan seksual orang lain 
dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain. Dari kedua definisi tersebut, 
maka dapat disimpulkan bahwa eksploitasi seksual komersial adalah tindakan 
eksploitasi terhadap orang (dewasa dan anak, perempuan dan laki-laki) untuk 
tujuan seksual dengan imbalan uang tunai atau dalam bentuk lain antara 
orang, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang 
memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas orang tersebut. Agenda 
Aksi Stokholm (ECPAT : 2008, 40) mendefinisikan Eksploitasi Seksual 
Komersial Anak sebagai berikut: 
Sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. pelanggaran 
tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan 
pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap 
anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut 
diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek 
komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah 
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bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada 
bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.” 
 
Menurut UNICEF seperti yang dikutip Alit Kurniasari,30 ada beberapa 
faktor pendorong anak menjadi korban eksploitasi secara seksual atau menjadi 
pekerja seks, yaitu: 
1. Anak yang berasal dari keluarga ekonomi rendah. Terutama anak-anak 
yang berasal dari pedesaan, bermigrasi ke perkotaan dalam rangka 
mencari kerja. 
2. Gaya hidup konsumtif, hidup yang hanya memikirkan saat ini saja 
tanpa memikirkan masa depan. 
3. Keinginan untuk mendapatkan uang secara cepat dan tetap mengikuti 
perkembangan mode. 
4. Anak yang tidak sempat mengenyam pendidikan cukup, tidak 
memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia industri. 
Ketidakmampuan orang tua memenuhi hak-hak anak untuk pendidikan 
karena keterbatasan ekonomi. 
5. Anak di bawah umur yang dianiaya dan diremehkan (maltreatment). 
Berasal dari keluarga yang kurang beruntung dapat membahayakan 
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anak dan lebih memungkinka menjadi korban dan dieksploitasi 
sebagai pelacur. (John A. Read, 2011) 
6. Anak yang melarikan diri dari rumah akibat menjadi korban tindak 
kekerasan dalam keluarga atau child abuse terpaksa menjadi pekerja 
seks. (Yuliani Umroh, 2001) 
7. Pandangan tentang seksualitas yang menekankan tentang arti 
keperawanan sehingga tidak memberi kesempatan bagi perempuan 
yang sudah tidak perawan kecuali masuk ke dalam peran yang 
diciptakan untuk mereka. (Saptari, 1997) 
8. Kuatnya kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan anak yang 
masih di bawah umur dapat membuat laki-laki awet muda dan 
mendatangkan hoki. (Koentjoro, 199) 
9. Pengaruh menghadapi masalah dengan pacarnya dan kebutuhan seks 
pada remaja yang sudah aktif secara seksual secara dini. 
Kekerasan dan eksploitasi seksual merupakan kejahatan seksual yang 
dapat menimbulkan dampak buruk bagi korban, sebagai berikut: 
1. Dampak Fisik 
a. Korban akan mengalami luka-luka di sekujur tubuh akibat 
kekerasan yang diterimanya dari pelaku. 
b. Korban akan mengalami kerusakan reproduksi akibat 
pemerkosaan dan kekerasan seksual. 
c. Kehamilan yang tak diinginkan akibat dari pemerkosaan atau 
tindakan seksual lainnya dari pelaku maupun orang lain. 
d. Terinfeksi penyakit menular (sipilis, raja singa) dan HIV-
AIDS. 
e. Korban akan mengalami cacat fisik dan penderitaannya akan 
ditanggung korban seumur hidup bahkan dapat berakibat pada 
kematian. 
2. Dampak Sosial dan Emosional 
a. Perasaan kehilangan kontrol dan kurangnya rasa aman. 
b. Hilang kepercayaan. 
c. Stigma sosial dan rasa malu. 
d. Rasa rendah diri atau hilang kepercayaan diri. 
e. Respon emosional yang kuat. 
f. Menunjukkan tingkah laku seksual. 
g. Mempunyai perasaan tertekan dan cenderung melakukan 
tindakan bunuh diri akibat trauma dan perasaan bersalah yang 
selalu menghantui pikiran korban.31 
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E. Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi Seksual 
Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 ditentukan 
bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan adalah : 
Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak 
hukum atau aparat keamanan untuk memberkan rasa aman, baik fisik 
maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, 
teror, dan kekerasan dari pihak mana pun yang dberikan pada tahap 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang 
pengadilan. 
 
Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum 
ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok 
masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu 
atau bawah umur. Sebagaimana penjelasan Undang-Undang, dikatakan tidak 
mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang 
berkembang.32 Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai 
dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) 
sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan 
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention 
on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), sebagaimana 
Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Anak. 
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Hukum Perlindungan Anak menjadi hukum khusus yang mengatur 
tentang asas hukum tentang anak dan hak-hak anak secara detail. Arif Gosita 
menjelaskan bahwa ruang lingkup Hukum Perlindungan Anak meliputi 
“Kegiatan perlindungan anak yang merupakan suatu tindakan hukum yang 
mebawa akibat hukum”.33 Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk 
perlindungan yang diterima Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk 
mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri 
dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan Khusus yang dimaksud 
adalah diberikan kepada : 
1. Anak dalam situasi darurat; 
2. Anak yang berhadapan dengan hukum; 
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; 
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya; 
6. Anak yang menjadi korban pornografi; 
7. Anak dengan HIV/AIDS; 
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; 
9. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; 
10. Anak korban kejahatan seksual;  
11. Anak korban jaringan terorisme; 
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12. Anak penyandang disabilitas; 
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; 
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan 
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan 
kondisi orang tuanya. 
Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dan eksploitasi 
seksual adalah melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kekerasan 
dan eksploitasi seksual untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang 
sama oleh hukum dan undang-undang. Oleh karena itu, setiap pelanggaran 
hukum yang telah terjadi atas korban serta dampak yang diderita oleh korban, 
maka korban tersebut berhak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang 
diperlukan sesuai dengan asas hukum.34 Korban adalah orang perseorangan 
atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran 
HAM yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari 
ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun.35 
Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap 
warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan 
hak asasi manusia. Untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak anak 
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tersebut, maka dibuatlah beberapa peraturan tentang langkah-langkah dalam 
memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana seperti yang 
tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagai berikut: 
Pasal 66 
Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi 
dan/atau seksual sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 59 ayat (2) 
huruf d dilakukan melalui : 
a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan 
Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 
b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan 
c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga 
swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan 
eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual. 
 
Pasal 69 
Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf I dilakukan 
melalui upaya : 
a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan 
b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.  
 
Pasal 69A 
Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya : 
a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai 
kesusilaan; 
b. Rehabilitasi sosial; 
c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai 
pemulihan; dan 
d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat 
pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai 
dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. 
 
Pasal 72 
(1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik 
secara perseorangan maupun kelompok. 
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh orang perseorangan lembaga perlindungan 
anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi 
kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia 
usaha. 
(3) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: 
a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi 
mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-
undangan tentang Anak; 
b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan 
yang terkait Perlindungan Anak; 
c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi 
pelanggaran Hak Anak; 
d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi 
sosial bagi Anak; 
e. Melakukan pemantauan, pengawasan, dan ikut 
bertanggung jawab terhadap penyelengaraan 
Perlindungan Anak. 
f. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan 
suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak; 
g. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif 
terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 59; dan 
h. Memberikan ruang kepada Anak untuk dapat 
berpartisipasi dan menyampaikan pendapat. 
(4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara 
mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan 
kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan 
Perlindungan Anak; 
(5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi 
edukasi yang bermanfaat daya aspek sosial, budaya, 
pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan 
memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak; 
(6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan melalui: 
a. Kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak; 
b. Produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; 
c. Berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui 
tanggung jawab sosial perusahaan. 
 
BAB III 
DESKRIPSI DATA PENELITIAN 
 
A. Profil Yayasan Kakak Surakarta 
1. Sejarah 
Pada awal berdirinya, pada tanggal 23 juli 1997 Yayasan 
Kakak merupakan lembaga swadaya masyarakat yang fokus utamanya 
adalah pada perlindungan konsumen. 
Lembaga ini berdiri sebagai perwujudan dari keprihatinan 
sekelompok orang yang mempunyai kepedulian dan perhatian besar 
terhadap permasalahan anak dan konsumen, yaitu Bapak Agus 
Pambagio, Ibu Dewi Rahmawati, Ibu Emmy LS, Ibu Ira Puspa Dewi, 
Bapak Irwanto, Bapak Muhammad Yani, Ibu Nafsiah Mboi, Bapak 
Sudaryatmo, Ibu Tini Hadad, Bapak Widjanarko ES, dan Bapak 
Widodo. Sehingga mereka memberi nama Kakak yang merupakan 
singkatan dari Kepedulian untuk Konsumen Anak.1 
2. Visi 
Perintis perlindungan anak berbasis masyarakat dan pendorong 
pemerintah memenuhi hak-hak anak. 
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 Yayasan Kakak, Sejarah, dikutip dari http://www.yayasankakak.org, diakses pada 
21 Maret 2017. 
 3. Misi 
a. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah untuk 
bekerja sama menciptakan sistem perlindungan anak yang 
efektif. 
b. Mengembangkan model-model pembelajaran anak agar dapat 
mengaktualisasikan potensi diri secara optimal. 
c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mempengaruhi 
perubahan kebijakan yang melindungi hak-hak anak. 
d. Menggalang potensi sumber daya dalam rangka keberlanjutan 
program dan kemandirian organisasi. 
4. Mandat 
Yayasan Kakak senantiasa menempatkan dan mengutamakan 
anak sebagai pusat perjuangan (Children Center, Children First). 
5. Prinsip Yayasan Kakak 
a. Semua kegiatan harus dilakukan dan dikembangkan berbasis 
riset (riset base), 
b. Kegiatan pembelajaran diorientasikan pada pencerahan 
(critical conscious), 
c. Kegiatan pengorganisasian masyarakat diarahkan pada gerakan 
sosial, 
d. Transparan, 
e. Non diskriminasi, 
f. Selalu mendasarkan pada empat prinsip KHA, 
g. Profesional, dan 
h. Mobilisasi sumber daya. 
6. Nilai-Nilai Dasar Yayasan Kakak Surakarta 
a. Yayasan Kakak menolak segala bentuk pengabaian terhadap 
bentuk nilai-nilai kemanusiaan, antara lain eksploitasi seksual 
pada anak, perdagangan anak, penelantaran anak karena 
menurunkan harkat dan martabat sebagai manusia. Oleh karena 
itu, Yayasan Kakak Surakarta menjunjung tinggi nilai-nilai 
kemanusiaan. 
b. Setiap orang secara individu maupun kelompok berhak untuk 
mendapatkan keadilan, karena itu menolak segala bentuk yang 
berkaitan dengan ketidakadilan. 
c. Yayasan Kakak meyakini bahwa tatanan kehidupan sosial 
harus dibangun di atas nilai-nilai kebenaran, karenanya 
Yayasan Kakak menolak segala bentuk kebohongan, 
ketidakjujuran, kepura-puraan, dan pemutarbalikan fakta. 
d. Yayasan Kakak meyakini tatanan kehidupan sosial harus 
dibangun di atas rasa dan sikap saling peduli, tolong-
menolong, senasib, dan sepenanggungan, karena itu Yayasan 
Kakak menolak segala bentuk tindakan yang melemahkan 
kerekatan sosial (social cohesiveness). 
e. Anak adalah aset yang menentukan masa depan bangsa, 
sehingga membutuhkan perlindungan dan lingkungan yang 
mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Oleh 
karena itu, Yayasan Kakak menolak segala bentuk pelanggaran 
atas hak anak, perlakuan dan kebijakan yang tidak berpihak 
pada anak. 
f. Partisipasi dalam pembangunan adalah hak setiap orang 
termasuk anak. Partisipasi merupakan bentuk penghargaan, 
pengakuan, penghormatan atas eksistensi manusia. Karena itu 
Yayasan Kakak menolak kebijakan praktik-praktik 
pembangunan yang tidak melibatkan yang bersifat topdown 
dan tidak demokratis. 
g. Yayasan Kakak meyakini tatanan sosial yang sehat adalah 
yang menjunjung tinggi kesamaan, kesetaraan, dan 
kesederajatan. Oleh karena itu, Yayasan Kakak menolak segala 
bentuk pembeda-bedaan berdasarkan kelas, ras, suku, agama, 
dan jenis kelamin. 
h. Yayasan Kakak meyakini bahwa kekerasan itu menimbulkan 
dampak buruk terhadap tumbuh kembang anak. Oleh karena 
itu, Yayasan Kakak memperjuangkan terwujudnya rasa aman, 
kasih sayang, perdamaian, kesatuan, dan keramahan.2 
7. Struktur Organisasi Yayasan Kakak Surakarta 
a. Pembina 
Ketua   : Ir. Emmy Lucy Smith 
Sekretaris : Nining S. Muktamar, MSi 
Bendahara : Rossana Dewi Rachmawati 
Anggota : Drs. Widada Bujowiryono, M.Pd 
  Prof. Irwanto, Ph. D  
  Ir. Widjanarko Eka Saksana 
  Sudaryatmo, SH 
  Mohammad Yani 
  Ir. Agus Pambagio 
Suhartini Hadad 
Ir. Ira Puspa Dewi  
b. Pengawas 
Ketua  : Kelik Wardiono, SH., MH 
Anggota : Dr. Nanik Prihartini 
  Pratiwi, Amd 
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 Yayasan Kakak, Visi dan Misi, dikutip dari http://www.yayasankakak.org, diakses 
pada 21 Maret 2017. 
 
c. Pengurus  
Ketua  : Shoim Sahriyati, ST 
Sekretaris : Rita Hastuti, SP 
Bendahara : Sudaryati, SE3 
8. Peran Strategis Yayasan Kakak Surakarta 
Dalam rangka mandat, visi, dan misi tersebut, Yayasan Kakak 
ingin menjadikan dirinya sebagai “Agent of Social Change” dengan 
peran-peran strategis : 
a. Community Organizer, dengan fungsi memperkuat akses 
terhadap sumber daya, penguasaan informasi, dan organisasi 
masyarakat. 
b. Fasilitator, dengan fungsi memfasilitasi proses belajar 
masyarakat dan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan 
kemampuannya mengatasi masalah. 
c. Advocator, dengan fungsi mendorong terjadinya perubahan-
perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan dan 
hak-hak anak. 
d. Researcher, dengan fungsi melakukan penelitian-penelitian 
kritis yang mampu mendorong terbangunnya ilmu pengetahuan 
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 Yayasan Kakak, Struktur Organisasi, dikutip dari http://www.yayasankakak.org, 
diakses pada 21 Maret 2017. 
masyarakat, dan berguna untuk mendukung mengembangkan 
model pendidikan maupun advokasi.4 
 
B. Praktik Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi Seksual 
1. Gambaran Terjadinya Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Anak 
Sesuai data yang tercatat, terdapat 75 (tujuh puluh lima) anak 
korban kekerasan dan eksploitasi seksual yang didampingi oleh 
Yayasan Kakak Surakarta pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 
meliputi Eks Karesidenan Surakarta yang berhasil dipantau.5 Adapun 
jumlah anak korban kekerasan dan eksploitasi seksual yang 
didampingi oleh Yayasan Kakak dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
Tahun Jumlah Korban  
2014 31 
2015 9 
2016 35 
Jumlah 75 
Sumber Data: Yayasan Kakak 
Dari data tersebut tidak semua anak korban kekerasan dan 
eksploitasi seksual di Eks-Karesidenan Surakarta dapat dijangkau dan 
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 Yayasan Kakak, Visi dan Misi, dikutip dari http://www.yayasankakak.org, diakses 
pada 21 Maret 2017. 
5 Rita Hastuti, Pengurus Yayasan Kakak Surakarta, Wawancara Pribadi, 1 Agustus 
2017, jam 13.00 WIB. 
didampingi oleh Yayasan Kakak. Data tersebut tidak mewakili 
seluruhnya karena kemungkinan masih banyak yang tidak terjangkau.  
Sepanjang tahun 2016, terdapat 35 (tiga puluh lima) anak 
korban kekerasan dan eksploitasi seksual yang ditangani Yayasan 
Kakak yang terdiri dari 10 (sepuluh) anak laki-laki dan 25 (dua puluh 
lima) anak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa anak laki-laki dan 
anak perempuan dapat menjadi korban kekerasan seksual, akan tetapi 
anak perempuan cenderung lebih banyak. Anak perempuan memang 
lebih beresiko karena berada posisi lemah mereka dalam masyarakat. 
Untuk mengetahui adanya kasus tersebut, Yayasan Kakak 
mempunyai beberapa cara yaitu melalui orang-orang yang memang 
mengetahui dimana keberadaan anak korban kekerasan seksual, seperti 
Kepolisian, Instansi Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, 
aduan masyarakat, atau pihak korban mendatangi Yayasan untuk 
konsultasi mengenai masalahnya mengenai kekerasan seksual dan 
kemudian meminta untuk diberikan pendampingan.  
Dari laporan-laporan pengaduan tersebut, kemudian Yayasan 
Kakak menawarkan apakah kasusnya akan dilanjutkan ke proses 
hukum ataukah tidak. Sepanjang tahun 2016, hanya 14 (empat belas) 
anak korban yang melanjutkan kasusnya untuk diselesaikan melalui 
proses hukum, sedangkan sisanya, sebanyak 21 (dua puluh satu) anak 
korban memilih untuk menyelesaikan kasusnya secara kekeluargaan. 
Kekerasan seksual terhadap anak dapat dibagi menjadi 4 
(empat) jenis yaitu sodomi, persetubuhan, perkosaan, dan eksploitasi. 
Ketiga jenis ini dalam berbagai kasus terkait erat satu sama lain. 
Berdasarkan jenisnya, dapat dilihat sebagai berikut. 
 
 
Kategori: 
Jenis 
Kekerasan 
Seksual 
Jenis Jumlah Korban 
Sodomi 10 
Persetubuhan 9 
Perkosaan 1 
Eksploitasi 15 
Jumlah 35 
Sumber Data: Yayasan Kakak 
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa yang menduduki 
peringkat paling atas adalah kekerasan seksual dalam jenis eksploitasi 
sebanyak 15 (lima belas) kasus, kemudian sodomi dengan 10 
(sepuluh) kasus, persetubuhan, dan terakhir adalah perkosaan. 
Dari data di atas dapat dilihat bahwa jenis kekerasan seksual 
yang paling sering terjadi adalah eksploitasi. Anak-anak tersebut 
dimanfaatkan secara seksual dengan diberikan imbalan dalam bentuk 
tunai atau dalam bentuk yang lain antara orang, pembeli jasa, 
perantara atau agen, dan pihak lain yang mencari keuntungan. Hal ini 
dapat terjadi karena didorong oleh keadaan, struktur sosial, dan 
pelaku-pelaku individu ke dalam situasi-situasi dimana orang dewasa 
memanfaatkan kerentanan mereka.  
Usia anak korban kekerasan seksual sebagaimana dijelaskan 
pada bab sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah 
setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan 
belum menikah, dapat dilihat pada tabel berikut. 
 Jenis Jumlah Korban Kekerasan 
 5 1 
 6 1 
 7 1 
 8 2 
Kategori: 9 1 
Usia 10 2 
 11 2 
 12 2 
 13 4 
 14 2 
 15 8 
 16 8 
 17 1 
 Jumlah 35 
Sumber Data: Yayasan Kakak 
Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa yang paling 
banyak menjadi korban kekerasan seksual adalah anak usia 15 dan 16 
tahun. Anak-anak pada usia tersebut memang secara psikologis masih 
labil karena pengaruh proses transisi dari remaja menuju ke dewasa. 
Keberadaan anak korban kekerasan seksual sebagian juga 
dikarenakan adanya modus-modus yang dilakukan pelaku kepada 
korban. Modus-modus yang digunakan dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini. 
 
 
 
Kategori: 
Modus 
Jenis Jumlah Korban 
Bujuk Rayu 11 
Ancaman 3 
Pacaran 6 
Eksploitasi Seks Komersial 15 
Tidak Sadarkan Diri 0 
Jumlah 35 
Sumber Data: Yayasan Kakak 
Dari data tersebut, diketahui bahwa semua anak rentan 
mendapatkan kekerasan seksual. Hal itu dapat terjadi karena anak-
anak sangat mudah untuk menuruti keinginan orang lain ketika 
dijanjikan akan diberi imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa uang 
atau dalam bentuk yang lain. 
 
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dan Eksploitasi 
Seksual Anak 
Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa 
depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara 
berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak 
kekerasan, dan diskriminasi. Negara, pemerintah, masyarakat, 
keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab terhadap 
perlindungan anak.6 
Dalam wawancara penulis bersama pengurus Yayasan Kakak, 
Ibu Rita Hastuti7 menyebutkan bahwa setiap anak memiliki situasi 
rentan masing-masing. Faktor yang paling utama adalah adanya niat 
dan kesempatan pelaku untuk melakukan kekerasan seksual kepada 
korban. 
Berikut ini adalah ringkasan penulis mengenai faktor-faktor 
yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak 
berdasarkan data yang didapatkan, sebagai berikut: 
a. Faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku  
                                                          
6 Akhsan Naim, dkk,” Profil Anak Indonesia 2015,” (Jakarta: Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015), hlm. 15. 
7 Rita Hastuti, Pengurus Yayasan Kakak Surakarta, Wawancara Pribadi, 14 Agustus 
2017, jam 09.00 – 10.30 WIB. 
Moralitas dan mentalitas yang tidak dapat tumbuh 
dengan baik membuat pelaku tidak dapat mengontrol 
perilakunya, dimana tidak lagi sanggup untuk membedakan 
antara tindakan yang baik dan buruk, benar dan salah, serta 
tepat dan tidak tepat. Akibatnya, pelaku dapat melakukan 
kekerasan bahkan mengeksploitasi anak secara seksual baik 
dengan ancaman, maupun dengan menjanjikan imbalan kepada 
korban.  
b. Faktor keluarga  
Keluarga yang tidak bahagia, broken home, kurangnya 
pengawasan, terlalu ketatnya pengawasan terhadap anak dari 
orang tua, dan kurang mendapat kasih sayang, dapat 
menimbulkan kebingungan pada anak sehingga anak lebih 
mempercayai orang lain yang dirasa lebih menyayanginya dan 
lebih membuatnya bahagia. 
Orang tua yang tidak memperhatikan tumbuh kembang 
dan pergaulan anak yang membuat subyek menjadi korban. 
Selain itu, anak-anak yang tidak tinggal bersama kedua orang 
tuanya cenderung lebih rentan terpapar tindakan kriminal dari 
orang-orang terdekat. 
c. Faktor ekonomi  
Lemahnya ekonomi orang tua yang menyebabkan tidak 
dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya, terutama pada masa 
remaja yang mempunyai banyak keinginan untuk tetap 
mengikuti perkembangan zaman.  
Faktor ekonomi juga dapat membuat pelaku dengan 
mudah memuluskan rencananya dengan memberikan iming-
iming kepada korban yang menjadi target pelaku. Faktor 
kemiskinan adalah salah satu faktor utama penyebab terjadinya 
perdagangan anak. Anak yang lahir dari keluarga yang tidak 
mampu, lebih mudah dirayu untuk dieksploitasi oleh pelaku 
seolah-olah akan membantu keluar dari kemiskinan. 
d. Faktor Usia 
Elizabeth B. Hurlock melakukan pembagian masa 
pertumbuhan menurut usia dari masa prenatal sampai masa tua 
seperti berikut ini8 : 
X – 0 tahun 
0 – 2 minggu 
2 minggu – 2 tahun 
2 – 6 tahun 
6 – 10 tahun 
: masa prenatal sampai lahir 
: masa neonatus (baru lahir) 
: masa bayi 
: masa kanak-kanak awal 
: masa kanak-kanak akhir 
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10 – 13 tahun 
13 – 17 tahun 
17 – 21 tahun 
21 – 40 tahun 
40 – 60 tahun 
60 – meninggal dunia 
: masa pubertas 
: masa remaja awal 
: masa remaja akhir 
: masa dewasa awal 
: masa setengah baya 
: masa tua 
Menurut pembagian usia tersebut di atas, usia 5 (lima) 
sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun adalah masa kanak-
kanak sampai dengan masa remaja awal. Maka jelaslah bahwa 
usia remaja yang berumur 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua 
puluh satu) tahun merupakan masa transisi dari masa kanak-
kanak ke masa dewasa. Pada masa tersebut, mereka dinilai 
rawan untuk menjadi subyek maupun obyek perilaku 
menyimpang. 
Selain itu, Anak-anak mudah sekali dibujuk dengan 
modus akan diberikan makanan atau minuman, mereka juga 
tidak mempunyai keberanian untuk menolak, terutama pada 
orang yang dikenalnya. Anak yang sedang mengalami pubertas 
cenderung tergila-gila dengan kekasihnya sehingga sangat 
mudah untuk dirayu kemudian dimanfaatkan.  
e. Lingkungan masyarakat yang kurang kondusif 
Lingkungan masyarakat yang kondusif, seperti tetangga 
yang acuh, adanya konflik antar masyarakat, dapat 
menyebabkan anak merasa tidak nyaman untuk tinggal 
sehingga anak lebih memilih untuk bergaul dengan orang-
orang yang jauh dari pengawasan orang tua maupun tetangga 
sekitar. Hal ini yang membuat anak terjun ke dunia pergaulan 
bebas yang rentan terhadap kejahatan seksual seperti kekerasan 
dan eksploitasi seksual. 
f. Kurang keteladanan orang tua, tokoh masyarakat, dan 
pemimpin 
“Anak-anak mengembangkan karakter melalui apa 
yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang 
mereka lakukan berulang-ulang.” (James Stenson, dalam 
Marwan Setiawan, 2015). Sejatinya, orang yang telah dewasa 
juga pernah mengalami masa kanak-kanak. Mereka akan 
mudah melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang pernah 
dilihatnya. Bukan hanya melakukan, anak yang sering melihat 
orang lain diperlakukan salah secara berulang-ulang, mereka 
akan tidak merasa bersalah apabila suatu saat Ia menerima 
perbuatan salah tersebut, bahkan merasa bahwa perbuatan yang 
dilakukan kepadanya adalah hal yang biasa saja dan wajar 
adanya  
g. Teknologi Informasi dan Komunikasi (Gadget) 
Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi sangat 
berpengaruh pada perilaku manusia, terutama yang lemah 
dalam implementasi ajaran agama. Film-film berbau 
pornografi yang mudah diakses melalui media dan situs-situs 
tertentu pada internet. Hal ini menyebabkan masyarakat 
memiliki pola pikir tertentu, seperti menginginkan untuk 
mencoba dan meniru perbuatan-perbuatan berbau porno. 
Akibatnya adalah anak menjadi sasaran untuk memenuhi 
keinginannya karena pelaku berpikir bahwa anak-anak tidak 
sulit untuk dikuasai, dipaksa, dan diancam. 
3. Upaya Yayasan Kakak dalam Melakukan Perlindungan Anak Korban 
Kekerasan dan Eksploitasi Seksual 
Yayasan Kakak merupakan sarana kontrol sosial dalam 
masyarakat, khususnya adalah terhadap perlindungan anak. Tujuannya 
adalah agar masyarakat mau mematuhi norma-norma sosial yang 
berlaku baik dengan kesadaran sendiri maupun secara paksa, 
mewujudkan keserasian dan ketenteraman dalam masyarakat, dan bagi 
yang telah melakukan penyimpangan maka diharapkan kembali 
mematuhi norma yang berlaku. Penyimpangan dalam hal ini adalah 
penyimpangan seksual yang dilakukan terhadap anak berupa 
kekerasan dan eksploitasi secara seksual. Yayasan Kakak Surakarta 
telah melakukan upaya-upaya perlindungan anak baik secara preventif 
maupun represif. 
a. Upaya Preventif (Pencegahan) 
Upaya pencegahan yang dilakukan Yayasan Kakak 
Surakarta adalah dengan beberapa sosialisasi dan kampanye, 
sebagai berikut : 
1) Pengembangan Pencegahan Eksploitasi Seksual 
Komersial dan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(TPPO) berbasis Sekolah (Forum Anak) di 
Karanganyar Kerjasama dengan Kemendiknas 
Program ini difokuskan di 2 (dua) sekolah yang 
ada di Karanganyar yaitu SMAN 1 Karanganyar dan 
SMKN 1 Karanganyar. Kegiatan ini diawali dengan 
Training of Trainer yang diikuti 20 (dua puluh) siswa 
dan 4 (empat) guru pendamping. Setelah training, 
peserta membuat rencana tindak lanjut untuk 
melakukan sosialisasi-sosialisasi di sekolah masing-
masing dengan mengembangkan media sosialisasi baik 
dengan yel-yel, presentasi maupun roll play yang 
menggambarkan tentang trafficking. 
2) Pendidikan Komunitas untuk Perdagangan Anak 
Kerjasama dengan Indonesia ACT (Jaringan untuk 
Penghapusan Perdagangan Anak) 
Program ini bertujuan untuk mencegah 
terjadinya perdagangan anak. Pendidikan komunitas 
dilakukan oleh anak-anak juga yang sebelumnya sudah 
diikutkan menjadi seorang peer educator. Pendidikan 
dilakukan di sekolah (SMP dan SMA) yang siswanya 
memiliki resiko tinggi menjadi korban perdagangan 
anak. Pendidikan dilakukan mencakup 50 (lima puluh) 
sekolah di Surakarta. 
3) Peningkatan penyadaran tentang Hak Anak dan UUPA 
Kerjasama dengan Plan Grobogan 
Yang dilakukan Yayasan Kakak adalah sebagai 
fasilitator yang melatih guru, masyarakat dan relawan 
yang ada di Grobogan sehingga mereka memiliki 
pemahaman tentang hak anak dan UUPA. Dari 
pemahaman tersebut diharapkan bisa mendasari kerja 
mereka bersama dengan anak-anak di Grobogan. 
Pelatihan menjangkau pada seluruh wilayah yang 
didampingi oleh PLAN. 
4) Penelitian Eksploitasi Seksual Komersial di Soloraya 
bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
Penelitian ini untuk menjangkau dan melihat 
korban eksploitasi seksual komersial (pornografi, 
prostitusi, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual). 
Penelitian mereka yang menjadi penyebab, situasi 
eksploitasi, pelaku, persepsi korban terhadap agama, 
sekolah, dan situasi di sekitarnya.9  
b. Upaya Represif (Penanganan atau Pemulihan) 
Selain pencegahan, Yayasan Kakak Surakarta juga 
melakukan upaya penanganan atau pemulihan bagi anak 
korban kekerasan dan eksploitasi seksual dengan langkah 
sebagai berikut: 
1) Membantu dan mendampingi korban dalam 
menghadapi proses hukum dengan tujuan agar hak-hak 
anak tetap diberikan, seperti anak mempunyai hak 
untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan 
pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak 
dalam sidang tertutup untuk umum; 
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dikutip dari http://www.yayasankakak.org, diakses pada 21 Maret 2017. 
2) Memberikan layanan medis sebagai upaya pemulihan 
korban yang mendapatkan luka fisik, termasuk visum 
untuk kepentingan proses hukum; 
3) Memberikan konsultasi psikologis bagi korban yang 
mengalami luka non fisik, seperti trauma, kehilangan 
percaya diri, kesulitan dalam mengadakan hubungan 
dengan teman, gelisah, fobia, dan lain sebagainya; 
4) Terapi dengan media seni teater, bertujuan untuk 
menumbuhkan kembali rasa percaya diri yang hilang, 
memberdayakan korban dan keluarganya sehingga 
mereka berdaya dan bangkit untuk memperjuangkan 
hak-haknya; 
a) Program Penanggulangan Kekerasan dan 
Eksploitasi Seksual Komersial Kerjasama 
dengan Terre Des Hommes 
Program dilakukan di wilayah Soloraya. 
Tujuan dari program ini adalah memberdayakan 
korban dan keluarganya sehingga mereka 
berdaya dan bangkit untuk memperjuangkan 
hak-haknya. Pendidikan dan pelatihan terhadap 
korban kekerasan dan eksploitasi seksual 
dilakukan sehingga mereka sadar akan hak-
haknya. Sebagian dari mereka mampu 
melakukan advokasi dan kampanye di tingkat 
masyarakat. Kampanye dilakukan dalam 
berbagai media yang menarik diantaranya 
teater, ketoprak, happening art, dan lain 
sebagainya. Advokasi pemerintah untuk 
membuat kebijakan yang berpihak pada korban 
juga dilakukan sehingga hak-hak korban bisa 
dipenuhi. 
b) Pementasan Teater dengan Isu Eksploitasi 
Seksual Komersial dengan Teater Satu Merah 
Panggung Kerjasama dengan UNICEF 
Pementasan ini sebagai media ekspresi 
untuk anak-anak yang berada di dunia 
prostitusi. Kemampuan anak korban dalam 
bermain peran lebih diberikan tempat untuk 
mengasah kemampuan mereka dengan pentas 
bersama Ratna Sarumpaet. Kegiatan ini sangat 
memotivasi korban dan dianggap lebih berharga 
di mata umum. 
5) Pemberian keterampilan dan membangun usaha 
bersama, hal ini dilakukan sebagai pemulihan agar 
mereka tidak kembali menjadi korban. 
a) Pemberian Life Skill kepada Korban Sex 
Trafficking Kerjasama TBSI (The Bodyshop 
Indonesia) 
Program ini diperuntukkan bagi anak 
yang pernah menjadi korban sex trafficking. 
Pemberian keterampilan hidup berdasarkan 
pada kebutuhan anak diharapkan bisa 
memberikan alternatif kerja bagi korban. 
Kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan 
dan orang yang memiliki usaha menjadi 
kekuatan untuk merintis kepedulian terhadap 
korban. Ada 20 (dua puluh) anak yang 
difasilitasi dalam program ini yang akhirnya 
bisa memiliki keterampilan hidup dan menjadi 
media untuk terapi korban pasca menjadi 
korban sex trafficking. 
 
C. Kendala yang Dihadapi Yayasan Kakak dalam Memberikan 
Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi Seksual 
Dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dan 
eksploitasi seksual, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Yayasan Kakak, 
yaitu sebagai berikut.10 
1. Wilayah kerja Yayasan Kakak di eks-karesidenan Surakarta yaitu Kota 
Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten 
Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten 
Klaten. 
2. Terbatasnya sumber daya manusia, yaitu hanya ada 2 (dua) orang yang 
dapat menangani kasus kekerasan dan eksploitasi seksual di Yayasan 
Kakak Surakarta. 
Solusi yang dilakukan Yayasan Kakak adalah dengan cara 
memprioritaskan wilayah-wilayah yang tidak terdapat layanan terpadu 
perempuan dan anak. Ketika seseorang datang mengajukan aduan ke Yayasan 
Kakak namun ternyata di wilayahnya terdapat P2TP2A (Pusat Pelayanan 
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)11, kemudian kita 
mencoba merujuk ke sana dengan memberikan alamat kantor P2TP2A kepada 
korban untuk datang secara langsung ke lembaga layanan tersebut. Jadi, 
walaupun Yayasan Kakak tidak intens dalam melakukan pendampingan 
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Oktober 2017, jam 09.30 – 10.00 WIB. 
11 P2TP2A merupakan pusat kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menyediakan pelayanan bagi 
masyarakat Indonesia terutama perempuan dan anak korban kekerasan. 
terhadap korban tersebut, tetapi Yayasan Kakak dapat memastikan bahwa 
korban telah mendapatkan pendampingan.  
 
BAB IV 
PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DAN EKSPLOITASI 
SEKSUAL OLEH YAYASAN KAKAK TAHUN 2016 
 
A. Praktik Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi Seksual 
1. Gambaran Terjadinya Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Anak 
Sepanjang tahun 2016, terdapat 35 (tiga puluh lima) anak 
korban kekerasan dan eksploitasi seksual yang ditangani Yayasan 
Kakak Surakarta. Dari data tersebut, diketahui bahwa semua anak 
rentan mendapatkan kekerasan seksual. Dalam wawancara penulis 
bersama pengurus Yayasan Kakak, Ibu Rita Hastuti menyebutkan 
bahwa setiap anak memiliki situasi rentan masing-masing. Berikut ini 
adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan 
eksploitasi seksual terhadap anak, antara lain : 
a. Faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku  
Moralitas dan mentalitas yang tidak dapat tumbuh 
dengan baik membuat pelaku tidak dapat mengontrol 
perilakunya, dimana tidak lagi sanggup untuk membedakan 
antara tindakan yang baik dan buruk, benar dan salah, serta 
tepat dan tidak tepat. Akibatnya, pelaku dapat melakukan 
kekerasan bahkan mengeksploiasi anak secara seksual baik 
dengan ancaman, maupun dengan modus-modus lainnya.  
 b. Faktor keluarga  
Keluarga yang tidak bahagia, broken home, kurangnya 
pengawasan, terlalu ketatnya pengawasan terhadap anak dari 
orang tua, dan kurang mendapat kasih sayang, dapat 
menimbulkan kebingungan pada anak sehingga anak lebih 
mempercayai orang lain yang dirasa lebih menyayanginya dan 
lebih membuatnya bahagia. Orang tua yang tidak 
memperhatikan tumbuh kembang dan pergaulan anak yang 
membuat subyek menjadi korban. Selain itu, anak-anak yang 
tidak tinggal bersama kedua orang tuanya cenderung lebih 
rentan terpapar tindakan kriminal dari orang-orang terdekat.  
Orang tua memegang peranan penting dalam menjaga 
anak-anak dari ancaman kejahatan seksual seperti kekerasan 
seksual. Adapun fungsi pokok keluarga menurut Khairuddin, 
seperti yang dikutip Isti Rochatun adalah sebagai berikut: 
1) Fungsi biologis yaitu keluarga merupakan tempat 
lahirnya anak, fungsi biologis orang tua adalah 
melahirkan anak. 
2) Fungsi afeksi yaitu keluarga merupakan tempat untuk 
mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan 
saudaranya. Cinta kasih sangat mempengaruhi 
perkembangan pribadi anak yang hanya didapatkan 
pada keluarga.  
3) Fungsi sosialisasi yaitu bahwa sosialisasi berperan 
membentuk kepribadian anak dengan berinteraksi 
sosial. Dalam keluarga, anak mempelajari sikap, nilai-
nilai, dan tingkah laku dalam rangka perkembangan 
kepribadian anak. 
c. Faktor ekonomi  
Lemahnya ekonomi orang tua yang menyebabkan tidak 
dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya, terutama pada masa 
remaja yang mempunyai banyak keinginan untuk tetap 
mengikuti perkembangan zaman. Faktor ekonomi juga dapat 
membuat pelaku dengan mudah memuluskan rencananya 
dengan memberikan iming-iming kepada korban yang menjadi 
target pelaku. Faktor kemiskinan adalah salah satu faktor 
utama penyebab terjadinya perdagangan anak. anak yang lahir 
dari keluarga yang tidak mampu, lebih mudah dirayu untuk 
dieksploitasi oleh pelaku seolah-olah akan membantu keluar 
dari kemiskinan. 
 
 
 
d. Faktor Usia 
Elizabeth B. Hurlock melakukan pembagian masa 
pertumbuhan menurut usia dari masa prenatal sampai masa tua 
seperti berikut ini1 : 
X – 0 tahun 
0 – 2 minggu 
2 minggu – 2 tahun 
2 – 6 tahun 
6 – 10 tahun 
10 – 13 tahun 
13 – 17 tahun 
17 – 21 tahun 
21 – 40 tahun 
40 – 60 tahun 
60 – meninggal dunia 
: masa prenatal sampai lahir 
: masa neonatus (baru lahir) 
: masa bayi 
: masa kanak-kanak awal 
: masa kanak-kanak akhir 
: masa pubertas 
: masa remaja awal 
: masa remaja akhir 
: masa dewasa awal 
: masa setengah baya 
: masa tua 
Menurut pembagian usia tersebut di atas, usia 5 (lima) 
sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun adalah masa kanak-
kanak sampai dengan masa remaja awal. Maka jelaslah bahwa 
usia remaja yang berumur 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua 
puluh satu) tahun merupakan masa transisi dari masa kanak-
kanak ke masa dewasa. Pada masa tersebut, mereka dinilai 
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Indonesia, 2015), hlm. 4. 
rawan untuk menjadi subyek maupun obyek perilaku 
menyimpang.  
Selain itu, Anak-anak mudah sekali dibujuk dengan 
modus akan diberikan makanan atau minuman, mereka juga 
tidak mempunyai keberanian untuk menolak, terutama pada 
orang yang dikenalnya. Anak yang sedang mengalami pubertas 
cenderung tergila-gila dengan kekasihnya sehingga sangat 
mudah untuk dirayu kemudian dimanfaatkan.  
e. Lingkungan masyarakat yang kurang kondusif 
Lingkungan masyarakat yang kurang kondusif, seperti 
tetangga yang acuh, adanya konflik antar masyarakat, dapat 
menyebabkan anak merasa tidak nyaman untuk tinggal 
sehingga anak lebih memilih untuk bergaul dengan orang-
orang yang jauh dari pengawasan orang tua maupun tetangga 
sekitar. Hal ini yang membuat anak terjun ke dunia pergaulan 
bebas yang rentan terhadap kejahatan seksual seperti kekerasan 
dan eksploitasi seksual. 
f. Kurang keteladanan orang tua, tokoh masyarakat, dan 
pemimpin 
“Anak-anak mengembangkan karakter melalui apa 
yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang 
mereka lakukan berulang-ulang.” (James Stenson, dalam 
Marwan Setiawan, 2015). Sejatinya, orang yang telah dewasa 
juga pernah mengalami masa kanak-kanak. Mereka akan 
mudah melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang pernah 
dilihatnya. Bukan hanya melakukan, anak yang sering melihat 
orang lain diperlakukan salah secara berulang-ulang, mereka 
akan tidak merasa bersalah apabila suatu saat Ia menerima 
perbuatan salah tersebut, bahkan merasa bahwa perbuatan yang 
dilakukan kepadanya adalah hal yang biasa saja dan wajar 
adanya. 
g. Teknologi Informasi dan Komunikasi (Gadget) 
Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi sangat 
berpengaruh pada perilaku manusia, terutama yang lemah 
dalam implementasi ajaran agama. Film-film berbau 
pornografi yang mudah diakses melalui media dan situs-situs 
tertentu pada internet menyebabkan masyarakat memiliki pola 
pikir tertentu, seperti menginginkan untuk mencoba dan 
meniru perbuatan-perbuatan berbau porno. Akibatnya adalah 
anak menjadi sasaran untuk memenuhi keinginannya karena 
pelaku berpikir bahwa anak-anak tidak sulit untuk dikuasai, 
dipaksa, dan diancam. 
Menurut Hertinjung2, terdapat beberapa faktor yang 
menyebabkan anak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi seksual, 
sebagai berikut:  
a. Posisi anak sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya; 
b. Moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual 
yang rendah;  
c. Kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak 
kejahatan pada anak; dan 
d. Kurangnya program edukasi dari pihak pemerintah yang bisa 
diakses oleh masyarakat. 
Berdasarkan temuan peneliti, setiap anak mempunyai nilai 
kerentanan masing-masing untuk dapat menjadi korban kekerasan 
seksual. Yang membedakan nilai kerentanan adalah situasi dan kondisi 
masing-masing anak. Faktor utamanya adalah adanya niat dan 
kesempatan sehingga modus-modus pelaku dengan mudah diberikan 
kepada anak yang kemudian menjadi korban.  
Di Eks-Karesidenan Surakarta, jenis kekerasan seksual yang 
paling sering terjadi adalah eksploitasi. Anak-anak tersebut 
dimanfaatkan secara seksual dengan diberikan imbalan dalam bentuk 
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Avaibility of Personal Space and Privacy, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, hlm. 2. 
tunai atau dalam bentuk yang lain antara orang, pembeli jasa, 
perantara atau agen, dan pihak lain yang mencari keuntungan. Hal ini 
dapat terjadi karena didorong oleh keadaan, struktur sosial, dan 
pelaku-pelaku individu ke dalam situasi-situasi dimana orang dewasa 
memanfaatkan kerentanan mereka. Gaya hidup konsumtif dan mudah 
di iming-imingi adalah faktor yang mendominasi penyebab anak 
menjadi korban eksploitasi.  
Pada Penjelasan Undang-Undang Perlindungan Anak 
disebutkan bahwa Anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang 
harus senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, 
dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam hal 
ini setiap elemen masyarakat bertanggung jawab dalam menjaga dan 
melindungi hak-hak anak. Lingkungan keluarga merupakan salah satu 
lingkungan yang paling berpengaruh pada tumbuh kembang anak. 
Oleh karena itu, orang tua diharapkan untuk dapat memberikan 
keteladanan sebagai contoh positif bagi anak. Orang tua adalah orang 
yang paling bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, seperti yang 
telah diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan bahwa 
“Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan 
sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin atau 
dapat berdiri sendiri, dan berlangsung terus menerus meskipun 
perkawinan antara kedua orang tua putus.” 
Hal ini menyebabkan dominansi orang tua menjadi faktor 
kerentanan anak menjadi korban kekerasan seksual. Orang tua yang 
kurang memberikan perhatian, kurang memberikan pengawasan, 
terlalu percaya terhadap anaknya, acuh terhadap anak dan lingkungan 
sekitar anak termasuk teman-temannya, tidak membekali nilai-nilai 
moral dan nilai-nilai agama sejak dini, hal-hal yang menyebabkan 
ketidaknyamanan anak di dalam rumah seperti orang tua terlalu ketat 
memberikan pengawasan, hubungan kedua orang tua yang tidak 
harmonis (sering cekcok), dapat menjadikan anak membenci orang 
tuanya, merasa tidak disayangi dan tidak dimengerti sehingga anak 
mencari kenyamanan di luar rumah. Lingkungan keluarga yang 
bahagia, saling mengasihi, dan saling menghargai dapat menjadikan 
anak mudah mendapat kesejahteraan baik fisik maupun psikologi.  
 
2. Upaya Yayasan Kakak dalam Memberikan Perlindungan terhadap 
Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi Seksual 
Peneliti menemukan bahwa Yayasan Kakak melakukan 
beberapa upaya sebagai berikut: 
a. Upaya Preventif (Pencegahan) 
Upaya pencegahan yang dilakukan Yayasan Kakak 
Surakarta adalah dengan beberapa sosialisasi dan kampanye, 
sebagai berikut: 
1) Membangun kesadaran anak atas hak-haknya 
2) Membangun kesadaran orang tua atas hak-hak anaknya 
3) Membangun kesadaran masyarakat bahwa orang 
dewasa harus melindungi dan menjaga hak-hak anak di 
sekitarnya 
 
 
b. Upaya Represif (Penanganan/Pemulihan) 
1) Membantu dan mendampingi korban dalam 
menghadapi proses hukum dengan tujuan agar hak-hak 
anak tetap diberikan 
2) Memberikan layanan medis sebagai upaya pemulihan 
korban yang mendapatkan luka fisik 
3) Memberikan konseling atau konsultasi psikologis bagi 
korban yang mengalami luka non fisik 
4) Terapi dengan media seni teater, bertujuan untuk 
menumbuhkan kembali rasa percaya diri yang hilang 
5) Pemberian keterampilan dan membangun usaha 
bersama 
Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, 
Perlindungan Anak korban kekerasan dan eksploitasi seksual 
dijelaskan pada Pasal 66, Pasal 69, Pasal 69A, dan Pasal 72 sebagai 
berikut: 
Pasal 66 
 
Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi 
dan/atau seksual sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 59 ayat (2) 
huruf d dilakukan melalui : 
b. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan 
Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 
c. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan 
d. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga 
swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan 
eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual. 
 
Pasal 69 
 
Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan 
melalui upaya : 
h. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan 
i. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.  
 
Pasal 69A 
 
Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya : 
a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai 
kesusilaan; 
b. Rehabilitasi sosial; 
c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai 
pemulihan; dan 
d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat 
pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai 
dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. 
 
Pasal 72 
 
(1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik 
secara perseorangan maupun kelompok. 
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan 
anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi 
kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia 
usaha. 
(3) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: 
a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi 
mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-
undangan tentang Anak; 
b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan 
yang terkait Perlindungan Anak; 
c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi 
pelanggaran Hak Anak; 
d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi 
sosial bagi Anak; 
e. Melakukan pemantauan, pengawasan, dan ikut 
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 
Perlindungan Anak; 
f. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan 
suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak; 
g. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif 
terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 59; dan 
h. Memberikan ruang kepada Anak untuk dapat 
berpartisipasi dan menyampaikan pendapat. 
(4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara 
mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan 
kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan 
Perlindungan Anak; 
(5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi 
edukasi yang bermanfaat daya aspek sosial, budaya, 
pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan 
memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak; 
(6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan melalui: 
a. Kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak; 
b. Produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi 
Anak; 
c. Berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui 
tanggung jawab sosial perusahaan. 
 
Hal tersebut relevan dengan hasil penelitian yang ada dimana 
Yayasan Kakak merupakan kelompok masyarakat yang berperan serta 
dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual serta melakukan 
kerja sama dengan pihak-pihak terkait yang bersentuhan langsung 
dengan isu-isu Kekerasan Seksual Anak. Upaya perlindungan anak 
yang diberikan kepada anak korban sudah sesuai dengan Undang-
Undang Perlindungan Anak, yaitu: 
a. Penyebarluasan dan sosialisasi mengenai Undang-Undang 
Perlindungan Anak. 
b. Memberikan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. 
c. Memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai 
agama, dan nilai kesusilaan. 
d. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai 
pemulihan. 
e. Memberi perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat 
pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai 
dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. 
Yayasan Kakak merupakan sarana kontrol sosial dalam 
masyarakat, khususnya adalah terhadap perlindungan anak. Tujuannya 
adalah agar masyarakat mau mematuhi norma-norma sosial yang 
berlaku baik dengan kesadaran sendiri maupun secara paksa, 
mewujudkan keserasian dan ketenteraman dalam masyarakat, dan bagi 
yang telah melakukan penyimpangan maka diharapkan kembali 
mematuhi norma yang berlaku. Penyimpangan dalam hal ini adalah 
kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak berupa kekerasan dan 
eksploitasi secara seksual. Yayasan Kakak Surakarta, telah melakukan 
upaya-upaya perlindungan anak baik secara preventif maupun represif. 
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 72 
ayat 1 yang berbunyi “Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan 
Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.” 
Pasal 1 (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan 
bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat 
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi.  
Upaya pencegahan yang dilakukan Yayasan Kakak Surakarta 
adalah melalui beberapa sosialisasi dan kampanye. Sosialisasi 
dilakukan di sekolah-sekolah eks-Karesidenan Surakarta baik terhadap 
para siswa maupun guru-guru dan pegawai sekolah. Hal ini relevan 
dengan Pasal 72 Ayat 4 yang menyebutkan bahwa “Peran organisasi 
kemasyarakatan dan lembaga pendidikan dilakukan dengan cara 
mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan 
kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan 
Perlindungan Anak.” Kampanye dilakukan di tempat-tempat terbuka 
baik di Car Free Day maupun di event-event tertentu seperti pada 
perayaan atau peringatan hari Anak. Hal ini sesuai dengan Undang-
Undang Perlindungan Anak Pasal 66 (a) dan 69 (a) yang menyebutkan 
bahwa “Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi dan anak 
korban kekerasan adalah melalui penyebarluasan dan/atau sosialisasi 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
Perlindungan Anak korban kekerasan dan eksploitasi.” 
Selain pencegahan, Yayasan Kakak juga melakukan upaya 
penanganan atau pemulihan bagi anak korban kekerasan dan 
eksploitasi seksual dengan membantu dan mendampingi korban dalam 
menghadapi proses hukum; memberikan layanan medis; memberikan 
konsultasi psikologis; terapi; memberikan keterampilan dan 
membangun usaha bersama. Selain itu, Yayasan Kakak juga berperan 
aktif dalam menghilangkan pelabelan negatif, terhadap Anak korban 
serta menghindarkannya dari pemberitaan media. Hal ini sesuai 
dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 69A dan Pasal 72 
seperti tersebut di atas.   
 
B. Kendala yang Dihadapi Yayasan Kakak dalam Memberikan 
Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi Seksual 
Dalam suatu upaya, dimungkinkan munculnya kendala yang sangat 
menganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan aau suatu pekerjaan. Untuk 
memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dan eksploitasi 
seksual, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Yayasan Kakak, yaitu3 
wilayah kerja Yayasan Kakak di eks-karesidenan Surakarta yaitu Kota 
Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten 
Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten 
Klaten, serta terbatasnya sumber daya manusia, yaitu hanya ada 2 (dua) orang 
yang dapat menangani kasus kekerasan dan eksploitasi seksual di Yayasan 
Kakak Surakarta. 
Kendala-kendala tersebut saing bekaitan satu sama lain sehingga 
menimbulkan sebab akibat. Wilayah kerja Yayasan Kakak sangat luas yang 
meliputi eks-karesidenan Surakata yang terdiri dari 6 (enam) kabupaten dan 
Kota Surakarta. Akibatnya adalah sumber daya manusia yang dimiliki 
Yayasan Kakak sangat terbatas mengingat banyaknya kasus-kasus kekerasan 
dan eksploitasi di daerah-daerah yang membutuhkan pendampingan. Untuk 
satu pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual membutuhkan 
waktu yang lama karena jarak yang jauh.  
Dengan segala keterbatasan tersebut, Yayasan Kakak memilih untuk 
memberikan beberapa solusi yaitu dengan cara memprioritaskan wilayah-
                                                          
3 Rita Hastuti, Pengurus Yayasan Kakak Surakarta, Wawancara Pribadi, 24 Oktober 
2017, jam 09.30 – 10.00 WIB. 
wilayah yang tidak terdapat layanan terpadu perempuan dan anak. Ketika 
seseorang datang mengajukan aduan ke Yayasan Kakak namun ternyata di 
wilayahnya terdapat P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak)4, kemudian Yayasan Kakak mencoba 
merujuk ke lembaga tersebut dengan memberikan alamat kantor kepada 
korban untuk datang secara langsung ke lembaga layanan tersebut. Jadi, 
walaupun Yayasan Kakak tidak intens dalam melakukan pendampingan 
terhadap korban tersebut, tetapi Yayasan Kakak dapat memastikan bahwa 
korban telah mendapatkan pendampingan. 
Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban, khususnya 
korban kejahatan seksual seperti kekerasan dan eksploitasi seksual, masih 
banyak dijumpai pihak korban lebih memilih untuk menyelesaikan kasusnya 
dengan cara kekeluargaan dan menolak untuk meneruskannya ke jalur hukum. 
Hal ini dapat dilihat dari data yang didapat menunjukkan bahwa dari 35 (tiga 
puluh lima) korban, hanya 14 (empat belas) korban yang melanjutkan 
kasusnya untuk diselesaikan melalui jalur hukum, sedangkan sebanyak 21 
(dua puluh satu) korban memilih untuk menyelesaikannya dengan cara 
kekeluargaan. Sikap pembiaran tersebut dapat menyebabkan terhambatnya 
                                                          
4 P2TP2A merupakan pusat kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menyediakan pelayanan bagi 
masyarakat Indonesia terutama perempuan dan anak korban kekerasan. 
upaya-upaya perlindungan korban secara umum karena pelaku tidak 
mendapatkan efek jera. 
Kendala yang lain adalah adanya stigma negatif masyarakat bahwa 
menjadi korban kekerasan dan eksploitasi seksual adalah aib sehingga 
seringkali menyalahkan dan mencemooh korban. Dalam mengatasi masalah 
ini, Yayasan Kakak terus melakukan sosialisasi dan kampanye sehingga 
masyarakat dapat merubah pandangan mereka tentang korban kekerasan dan 
eksploitasi seksual. 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan di lapangan, dan analisis 
yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan guna menjawab 
perumusan masalah. Adapun kesimpulan peneliti adalah sebagai berikut: 
1. Upaya Yayasan Kakak dalam Memberikan Perlindungan terhadap 
Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi Seksual 
a. Upaya Preventif (Pencegahan) 
1) Membangun kesadaran anak atas hak-haknya 
2) Membangun kesadaran orang tua atas hak-hak anaknya 
3) Membangun kesadaran masyarakat bahwa orang 
dewasa harus melindungi dan menjaga hak-hak anak di 
sekitarnya 
b. Upaya Represif (Penanganan/Pemulihan) 
1) Membantu dan mendampingi korban dalam 
menghadapi proses hukum 
2) Memberikan layanan medis  
3) Memberikan konsultasi psikologis  
4) Memberikan terapi dengan media seni  teater 
5) Memberikan keterampilan dan membangun usaha 
bersama 
2. Kendala yang dihadapi Yayasan Kakak dalam Memberikan 
Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi 
Seksual 
a. Wilayah kerja Yayasan Kakak yang sangat luas, meliputi Kota 
Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, 
Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten 
Wonogiri, dan Kabupaten Klaten. 
b. Terbatasnya sumber daya manusia yang dapat menangani 
kasus kekerasan dan eksploitasi seksual. 
c. Pihak korban yang menolak untuk menyelesaikan kasusnya ke 
jalur hukum. 
d. Adanya stigma negatif dari masyarakat yang memandang 
bahwa menjadi korban kekerasan dan eksploitasi seksual 
adalah aib. 
Upaya-upaya Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Yayasan Kakak 
adalah sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan 
beberapa kendala yang dihadapi, Yayasan Kakak telah melakukan beberapa 
siasat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang 
ada. 
 
B. Saran 
1. Agar Yayasan Kakak lebih gencar untuk melakukan sosialisasi dan 
memberikan edukasi-edukasi bagi masyarakat luas baik di tingkat 
kota/ kabupaten, tingkat sekolah, tingkat kecamatan sampai pada 
tingkat RT (Rukun Tetangga).   
2. Masyarakat harus mengambil peran serta dalam mencegah terjadinya 
tindak pidana kekerasan seksual pada anak, misalnya dengan 
melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada hal-hal yang 
mencurigakan. 
3. Sebaiknya seluruh Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun 
tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia menerbitkan dan memberlakukan 
Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak. 
4. Agar kebijakan hukum pidana yang mengeluarkan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat dilaksanakan 
dan diterapkan dengan baik terutama kepada aparat penegak hukum 
seperti kepolisian, jaksa, dan hakim sehingga dapat memberikan 
keadilan kepada kedua pihak baik pelaku maupun korban. 
PEDOMAN WAWANCARA 
 
Narasumber  : Rita Hastuti, ST 
Tempat  : Yayasan Kakak Surakarta 
 
1. Apakah benar Yayasan Kakak adalah Yayasan yang menangani berbagai 
permasalahan mengenai Anak ? 
2. Permasalahan apa saja yang ditangani oleh Yayasan Kakak ? 
3. Ada berapa Anak korban kekerasan dan eksploitasi seksual yang didampingi 
oleh Yayasan Kakak pada tahun 2016 ? 
4. Apa sajakah yang termasuk dalam kekerasan dan eksploitasi seksual ? 
5. Apa sajakah dampak yang dialami korban sehingga harus mendapatkan 
penanganan khusus ? 
6. Apa yang menyebabkan anak menjadi rentan terhadap kejahatan seksual ? 
7. Untuk mengetahui mereka adalah korban kekerasan, bagaimana dapat sampai 
ke telinga Yayasan Kakak ?  
8. Pendampingan seperti apa yang dilakukan Yayasan Kakak terhadap Anak 
korban ? 
9. Apa yang membedakan antara pendampingan terhadap anak korban kekerasan 
seksual dan terhadap anak korban kekerasan biasa ? Apa yang menyebabkan 
berbeda ? 
10. Apakah selama ini pendampingan yang dilakukan sudah efektif ? 
11. Apakah Yayasan Kakak juga melakukan upaya pencegahan supaya tidak 
terjadi lagi kejahatan seksual apapun yang melibatkan Anak ? 
12. Apa yang menjadi hambatan pada pendampingan yang dilakukan Yayasan 
Kakak ? 
13. Bagaimana Yayasan Kakak menghadapi dan menyelesaikan hambatan-
hambatan itu ? 
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